
 

KATA PENGANTAR 
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM 

 Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang 

Maha Esa, karena atas karunia-Nya Laporan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pengadilan Agama 

Prabumulih dapat dilaksanakan.  

Penyusunan Laporan ini dilakukan sebagai salah satu 

cara agar dapat mengetahui kendala dan masalah yang akan 

dihadapi maupun yang telah dihadapi sebagai bahan 

pertimbangan evaluasi untuk kegiatan berjalan selanjutnya.  

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terimakasih yang sebesarbesarnya 

kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan Laporan ini. Besar harapan 

kami kepada semua pihak agar dapat memberikan kritik dan saran yang membangun, sehingga 

dapat dipakai sebagai masukan guna penyempurnaan laporan di masa mendatang.  

Akhirnya semoga laporan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi 

pegawai/ pelaksana di lingkungan Pengadilan Agama Prabumulih. 

 

   
       Prabumulih, 31 Januari 2024 
       Ketua, 

 

 

Lukmin, S.Ag.,M.E 
NIP 1974101020011001  
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KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH KELAS II 

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

Nomor : 49/KPA.W6-A12/SK.RA1.1/I/2024 

TENTANG 

PENETAPAN PROGRAM KERJA  

PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2024 

KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

Menimbang : a. Bahwa untuk mencapai hasil kerja yang jelas dan terukur dalam 

jangka waktu 1 (satu) Tahun perlu adanya Penetapan Program Kerja 

yang harus dilaksanakan dalam Tahun 2024; 

  b. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Program kerja Pengadilan 

Agama Prabumulih Tahun 2024; 

Mengingat   : 1.  Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; 

  2.  Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

  3.  Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan 

Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 

  4.  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map 

Reformasi Birokrasi 2015-2019; 

  5.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2015 tentang 

Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran 

Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran; 

  6.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150 Tahun 2014 Tentang 

Perencanaaan Kebutuhan. Barang Milik Negara. A. Format Rencana 

Kebutuhan Barang Milik Negara;       

  7.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450 Tahun 2014 Tentang Modul 

Perencanaan Kebutuhan Barang Miliki; 
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8. Peraturan Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman.

Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian /

Lembaga;

9. SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung

Nomor : 173/SEK/SK/I/2022  tentang Penetapan Indikator Kinerja

Utama Pada pengadilan Tingkat Banding dan pengadilan tingkat

Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN 

Ditetapkan di Prabumulih 

Pada Tanggal: 02 Januari 2024 

KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

LUKMIN 

Tembusan Kepada Yth: 

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Menetapkan  :   KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TENTANG 

PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

TAHUN 2024; 

Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Prabumulih nomor: 

W6-A12/115/OT.01.2/SK/I/2023 Tanggal 06 Januari 2023 Tentang 

Penetapan Program Kerja Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2023; 

Kedua :   Memerintahkan kepada semua pegawai Pengadilan Agama Prabumulih 

untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan 

prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi untuk tercapainya 

Penetapan Program Kerja tersebut; 

Ketiga 

:  

Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, 

dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari ternyata terdapat 

kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. 
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KATA PENGANTAR 
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM 

 Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Pengadilan 

Agama Prabumulih Tahun Anggaran 2024 ini sebagai bagian 

dari awal berputarnya roda kegiatan selama setahun 

kedepan. 

Dalam pelaksanaan kegiatan suatu organisasi tentu 

diperlukan suatu program sebagai acuan dan target, karena 

itu Pengadilan Agama Prabumulih sebagai bagian dari salah 

satu dari empat pelaksana kekuasaan kehakiman sebagai 

kawal depan Mahkamah Agung untuk mewujudkan pelayanan yang optimal tersebut maka 

diperlukan penyusunan Program Kerja dan Anggaran Tahun 2024. Dalam Program Kerja ini 

terdapat kegiatan-kegiatan yang telah kami rencanakan, harapan kami semoga kegiatan 

tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah diprogramkan, sehingga dapat tercapai 

secara maksimal/optimal dan tepat waktu. 

Wassalamu’alaikum wr. wb. 

Prabumulih, 8 Januari 2024 
Ketua, 

Lukmin, S.Ag.,M.E 
NIP 1974101020011001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Sebagai suatu institusi, pengadilan berada pada posisi sebanding dengan institusi-

institusi lain, dalam hal ini melayani kepentingan masyarakat secara makro,pengadilan sebagai 

subsistem hukum, berada bersama-sama dengan system politik, ekonomi dan kebudayaan, 

hukum sendiri dimasukan kedalam sistem sosial. Dalam kedudukan dan keadaan yang demikian 

itu, hukum senantiasa melakukan interaksi dengan lingkungannya, hukum dan pengadilan tidak 

dapat bekerja menurut apa yang dianggapnya yang harus dilakukan, melainkan harus 

memperhatikan hasil interaksi dengan lingkungannya. Dalam hubungan ini, proses hukum dan 

Pengadilan merupakan bagian dari proses sosial yang lebih besar. 

Pengadilan Agama Prabumulih sebagai bagian dari salah satu dari empat pelaksana 

kekuasaan kehakiman sangat penting perannya dalam melayani masyarakat. Untuk 

mewujudkan pelayanan yang optimal diperlukan Program Kerja, maka rumusan Program 

diawali sebagai berikut: 

 

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN 

Tujuan pembentukan badan peradilan adalah untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa 

yang sejahtera, aman dan tenteram, tertib dan untuk menegakkan keadilan, kebenaran, 

ketertiban dan kepastian hukum dalam rangka memberikan pengayomanan kepada 

masyarakat. 

Untuk menghadapi perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

cepat dalam era globalisasi yang memberikan dampak sosial yang cepat pula, maka 

diperlukan kebijakan untuk pengembangan peradilan, salah satunya peradilan agama dimasa 

yang akan datang sebagai berikut : 

- Meningkatkan pembinaan Pengadilan Agama Prabumulih sesuai dengan tatanan dan 

perkembangan hukum dan peradilan dalam rangka pembinaan hukum nasional. 

- Meningkatkan usaha pembangunan Hhukum Islam dalam rangka pembaruan hukum 

nasional yang sesuai dengan kepribadian dan kebudayaan bangsa Iindonesia yang 

religius, berprikemanusiaan dan berprikeadilan. 
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-   Meningkatkan pembinaan aparatur hukum dan peradilan agama yang profesional, yang 

dapat meningkatkan pemerataan keadilan dalam tugas dan sebagai pembina, pemersatu 

dan pendorong umat di dalam meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya. 

-  Mengupayakan peningkatan tata laksana, sarana dan prasarana hukum dan peradilan 

agama yang memadai, yang dapat mendukung sistem peradilan yang sederhana, tepat, 

cepat dan biaya ringan.  

-  Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam hidup berbangsa, bernegara dan 

beragama dalam tatanan hukum negara Republik Indonesia. Meningkatkan pelayanan 

hukum bagi para pencari keadilan. 

 

B. VISI, MISI DAN TUJUAN PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang 

diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama 

Prabumulih. Pengadilan Agama Prabumulih menetapkan visi yang selaras dengan visi 

Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang yaitu: “Terwujudnya 

Pengadilan Agama Prabumulih yang Agung ” 

Terwujudnya Pengadilan  Agama Prabumulih  yang Agung bercirikan :  

1. Pengadilan Agama menunjukkan institusi yang berada dalam lembaga Mahkamah 

Agung dan Badan Peradilan Agama khususnya yang berada di bawah Pengadilan Tinggi 

Agama Palembang.  

2. Prabumulih tempat atau wilayah dimana Pengadilan Agama Prabumulih berada.  

3. Agung menunjukkan kehormatan, kemuliaan, kebesaran dan keluhuran.  

4. Pengadilan Agama Prabumulih dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang 

independen secara bertanggung jawab. 

5. Keterbukaan informasi dalam setiap aspek pekerjaan serta bersih dari segala bentuk 

intervensi internal dan eksternal terhadap peradilan, baik secara kelembagaan maupun 

proses peradilan dalam penegakkan hukum dan keadilan. 
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Untuk mencapai dan mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Agama Prabumulih 

menetapkan misi yang harus dilaksanakan. Misi Pengadilan Agama Prabumulih adalah : 

a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Prabumulih. 

b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 

c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Prabumulih. 

d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Prabumulih. 

Dalam rangka mewujudkan visi dan Misi Pengadilan Agama Prabumulih maka harus 

dirumuskan  ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan 

strategis organisasi yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut:   

a. Tujuan 1 : 

Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Agama Prabumulih.  

Untuk mewujudkan kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Agama Prabumulih diukur 

dengan melihat : 

1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu; 

2. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding; 

3. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi; 

4. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan; 

5. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu; 

6. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi; 

7. Persentase perkara yang diselsesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo; 

8. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan 

Hukum (Posbakum); 

9. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan; 

10. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi); 

b. Tujuan 2: 

Terwujudnya efektivitas pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Prabumulih.   

Untuk mewujudkan dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Prabumulih diukur 

dengan melihat : 

a. Jumlah Bimbingan teknis yang diikuti bagi aparatur teknis; 
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b. Jumlah Bimbingan Teknis yang diikuti aparatur non teknis; 

c. Jumlah pelaksanaan pengawasan kinerja secara optimal; 

d. Persentase transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset; 

   

C. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024 

Renstra Pengadilan Agama Prabumulih ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan 

Agama Prabumulih Nomor : W6-A12/036/OT.01.2/SK/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 

tentang Pembentukan Tim penyusunan Reviu 2 (Kedua) Rencana Strategis Tahun 2020-2024 

pada Pengadilan Agama Prabumulih dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 

2023 yang menetapkan beberapa sasaran dan program beserta kegiatan-kegiatannya.  

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan untuk 

periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai tahun 2024 dan merupakan 

penjabaran visi dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai. Selain visi, 

Renstra juga memuat misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan 

sesuai dengan tugas dan fungsi.  

 Dalam rangka mewujudkan visi terwujudnya Pengadilan Agama Prabumulih yang Agung 

maka Pengadilan Agama Prabumulih menetapkan Sasaran yang hendak dicapai Pengadilan 

Agama Prabumulih  menjadi 4 (empat) Sasaran Strategis yaitu :   

1) Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel dengan meningkatkan 

penyelesaian Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu, peningkatan penurunan Perkara 

Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum banding, peningkatan penurunan Perkara Yang 

Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi serta peningkatan Index persepsi pencari 

keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan agama Prabumulih. 

2) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dengan meningkatkan 

Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak tepat 

waktu serta peningkatan penyelesaian Perkara Melalui Mediasi. 

3) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan dengan 

peningkatan Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan, peningkatan pelayanan 

kepada Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum 
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(Posbakum) dan Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan. 

4) Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan dengan meningkatkan 

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi). 

 

Tabel 2.1.  
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Pengadilan Agama Prabumulih  

Tahun 2024 
No Sasaran strategis Indikator Kinerja 

1 Terwujudnya Peradilan yang Pasti, 
Transparan dan Akuntabel 

Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu 

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding  

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 

Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan 
Peradilan  

2 Terwujudnya efektivitas pelaksanaan tugas 
Pengadilan Agama Prabumulih 

Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu 

Persentase perkara yang diselesaikn melalui mediasi 

3 Meningkatnya Akses Peradilan bagi 
Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan 

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 

Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan 

bantuan hukum (Posbakum) 

Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan 

4 Meningkatnya Kepatuhan terhadap 
Putusan Pengadilan 

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 

 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Agama Prabumulih 

menggunakan program Utama dan kegiatan pokok yang sesuai dengan program dan kegiatan 

Mahkamah Agung yaitu sebagai berikut : 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Agama Prabumulih  

menetapkan beberapa program dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk 

mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan yang sesuai dengan program dan kegiatan 

Mahkamah Agung yaitu sebagai berikut: 

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 

Sasaran program ini merupakan turunan dari empat sasaran strategis,    yaitu: 

a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. 

b) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 

c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. 

d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 
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Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas 

layanan peradilan.  

Program penegakan dan pelayanan hukum ini di jabarkan dalam kegiatan:  

Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 

Indikator Kegiatan: Pos Bantuan Hukum, Pembebasan Biaya Perkara, layanan sidang 

terpadu 

Indikator Program : 

a. Jumlah orang yang mengikuti bimtek/sosialisasi pengembangan dan pengelolaan PNBP 

(orang) 

b. Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi/bimtek Penyelesaian Administrasi Perkara 

secara Elektronik (orang) 

Indikator Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja utama (IKU) 

sebagai berikut: 

1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu; 

2. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding; 

3. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi; 

4. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan; 

5. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu; 

6. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi; 

7. Persentase perkara yang diselsesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo; 

8. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan 

Hukum (Posbakum); 

9. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar gedung pengadilan; 

10. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi); 

 

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

 Kegiatan 1 : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan 

Administrasi 

Indikator Kegiatan 1: Penyelenggaraan operasional dan non operasional 
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Indikator Program:   

a.     Jumlah layanan umum (layanan) 

b. Jumlah layanan perkantoran (layanan) 

Kegiatan 2: Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Indikator Kegiatan 2: Pengadaan sarana dan prasarana 

Indikator Program : 

a. Jumlah layanan sarana internal (unit) 

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :  

1. Jumlah Bimbingan teknis yang diikuti bagi aparatur teknis; 

2. Jumlah Bimbingan Teknis yang diikuti aparatur non teknis; 

3. Jumlah pelaksanaan pengawasan kinerja secara optimal; 

4. Persentase transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

 



13 
 

 

 



14 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Gambar II. 1. Hubungan/keterkaitan antara Visi, Misi, dan Strategi Pengadilan Agama Prabumulih 
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BAB II 

ISI 

Program Kerja Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2023 Terdiri dari Program Prioritas 

dan Program Kerja yang berhubungan dengan Pelaksanaan Anggaran Belanja (DIPA) yang 

merupakan Rencana Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Prabumulih yang 

meliputi sebagai berikut : 

PROGRAM PRIORITAS PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH: 

1. Percepatan Penyelesaian Perkara; 

2. Pelaksanaan fungsi Pengawasan dan pembinaan baik teknis maupun non teknis di bidang 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan; 

3. Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Prabumulih; 

4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (Hakim, Pejabat Fungsional, Struktural dan 

Staf) dengan cara mengikut sertakan pelatihan yang diadakan oleh PTA maupun Mahkamah 

Agung RI; 

 

PROGRAM KERJA BERDASARKAN ANGGARAN DIPA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH: 

NO PROGRAM PAGU 

1 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN (DIPA 01) Rp. 3.128.287.000,- 

Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat 

Banding dan Tingkat Pertama 

Rp. 3.128.287.000,- 

1. Layanan Perkantoran : Gaji dan Tunjangan Rp. 2.026.946.000,- 

2. Layanan Perkantoran: Operasional dan pemeliharaan kantor Rp. 1.101.341.000,- 

2 PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM (DIPA 04) Rp. 58.000.000,- 

Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Rp. 58.000.000,- 

1. Pembebasan biaya perkara/prodeo Rp. 14.000.000,- 

2. Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Agama Rp. 30.000.000,- 

3. Layanan sidang terpadu Rp. 14.000.000,- 

TOTAL PAGU Rp. 3.186.287.000,- 
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Penjelasan program kegiatan adalah sebagai berikut: 

I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN 

A. Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan tingkat banding dan 

tingkat pertama dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.128.287.000,- 

Indikator Kegiatan : Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional 

Program dukungan manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan 

fungsi utama Mahkamah Agung dengan sasaran program : 

a. Mewujudkan SDM peradilan yang berkompeten di bidang hukum dan peradilan; 

b. Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi SDM; 

c. Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur peradilan; 

d. Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan 

prima peradilan; 

 Program ini mencakup bagian kesekretariatan dengan rincian komponen kegiatan 

sebagai berikut : 

1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan 

Dimintakan ke KPPN setiap bulan untuk dibayarkan kepada para pegawai 

Pengadilan Agama Prabumulih, termasuk didalamnya gaji ke 13 dan gaji ke 14. 

2. Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran yang terdiri dari : 

a) Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran 

• Honor dan THR PPNPN dibayarkan kepada tenaga pramubakti, pengemudi 

dan satpam; 

• Pembelian air galon dan air mineral; 

• Penjilidan ; 

• Jamuan Tamu; 

• Keperluan sehari-hari perkantoran lainnya; 

 Biaya keperluan sehari hari perkantoran (persediaan barang konsumsi); 

b) Langganan Daya dan Jasa 

 Langganan internet, langganan lisensi video conference; 
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 Pengiriman surat dinas; 

 Belanja langganan telepon; 

 Belanja sewa web hosting; 

c) Pemeliharaan Kantor 

 Pemeliharaan gedung dan halaman kantor; 

 Pemeliharaan kendaraan roda 4, pemeliharaan kendaraan roda 2, 

pemeliharaan genset, pemeliharaan PC, Laptop,Printer ,AC Split,AC VRC 

Outdoor, AC VRC Indoor dan Bahan bakar minyak genset; 

d) Pembayaran Terkait operasional kantor 

 Belanja honor operasional satuan kerja yang terdiri dari, honor Kuasa 

Pengguna Anggaran, honor Pejabat Pembuat komitmen, honor penguji 

tagihan dan penandatangan SPM, Honor bendahara pengeluaran, honor 

pengelola PNBP, Honor staf pengelola keuangan; 

e) Konsultasi ke Pusat/Tingkat Banding 

 Belanja perjalanan dinas biasa berupa transport riil, penginapan dan uang 

harian; 

f) Hak Keuangan dan fasilitas Hakim 

 Belanja sewa rumah dinas hakim; 

 

Il.  PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM  

Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 

Program peningkatan manajemen peradilan agama ditujukan untuk menjalankan 

pelaksanaan tugas dan fungsi utama (mandatory) Pengadilan Agama Prabumulih, yaitu 

menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara dengan sasaran program 

sebagai berikut : 

a. Meningkatnya penyelesaian perkara Pengadilan Agama Prabumulih; 

b. Terselesainya penyelesaian perkara secara sederhana, transparan dan akuntabel di 

lingkungan Pengadilan Agama Prabumulih; 
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Program dan kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja : 

1) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu; 

2) Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding; 

3) Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi; 

4) Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan; 

5) Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu; 

6) Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi; 

7) Persentase perkara yang diselsesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo; 

8) Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan 

Hukum (Posbakum); 

9) Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar gedung pengadilan; 

10) Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi); 

 

III. PROGRAM PENUNJANG LAINNYA 

Sebagai penunjang pelaksanaan program tugas dan fungsi perlu ditetapkan program 

peningkatan dan pemberdayaan organisasi internal Pengadilan Agama prabumulih, yaitu 

organisasi lKAHI, IPASPI, PTWP, Koperasi, Bantuan Sosial dan DHARMAYUKTI KARINI 

Persatuan Wanita Pengadilan Agama Prabumulih. 

Program kerja Pengadilan Agama Prabumulih dijadwalkan pelaksanaannya mulai 

Januari 2024 sampai dengan Desember 2024, dengan rincian waktu dan kegiatan 

sebagaimana tertera di dalam matrik program kerja dan anggaran terlampir. 
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BAB III 
PENUTUP 

 
Program Kerja dan Anggaran Tahun 2024 Pengadilan Agama Prabumulih ini disusun 

sebagai wujud pengaktualisasian akuntabilitas dalam pelaksanaan kinerja. Dengan pendekatan 

perencanaan strategi yang jelas dan sinergis dan perumusan program kerja yang efektif dan 

efisien, besar harapan satuan kerja Pengadilan Agama prabumulih dapat menyelaraskan visi 

dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan 

akuntabilitas kinerjanya. 

Demikian Program Kerja dan Anggaran Tahun 2024 ini dibuat sebagai landasan kerja 

bagi Pengadilan Agama Prabumulih di Tahun Anggaran 2024, untuk mencapai sasaran lebih 

optimal dari capaian tahun anggaran 2023 yang lalu, dengan dukungan seluruh jajaran 

Pengadilan Agama Prabumulih. 
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MATRIKS PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN  

PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2024 

NO PROGRAM SASARAN KEGIATAN 

JADWAL WAKTU 

OUTPUT ANGGARAN 
PENANGGUNG 

JAWAB 
KET 

JA
N

U
A

R
I 

FE
B

R
U

A
R

I 

M
A

R
ET

 

A
P

R
IL

 

M
EI

 

JU
N

I 

JU
LI

 

A
G

U
ST

U
S 

SE
P

TE
M

B
ER

 

O
K

T
O

B
ER

 

N
O

V
EM

B
ER

 

D
ES

EM
B

ER
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   10  11 12  13  14  15  16 17 18 19 20 

A BIDANG MANAJEMEN PERADILAN 

1 Program Dukungan 

Manajemen dan 

pelaksanaan tugas 

teknis lainnya 

Penyelesaian sisa 

perkara tahun lalu 

1. Pendataan Sisa Perkara 

Tahun Lalu 

√            Terdatanya sisa 
perkara tahun 
lalu 

 Panitera   

   2. Mengevaluasi    sisa 

perkara tahun lalu 

√            Teridentifikasi 
permasalahan 
penghambat 
penyelesaian 
perkara 

 Pantera  

   3. Menyelesaikan sisa perkara 

tahun lalu 

√ √ √ √         Terselesaikannya 
sisa perkara 
tahun lalu 

 Ketua Majelis  

  Penyelesaian perkara 

secara tepat waktu 

1. Penunjukan    Majelis Hakim, 

Panitera Pengganti dan 

Jurusita/Jurusita Pengganti 

sesuai SOP pada hari perkara 

didaftarkan 

v v v v v v v v v v v v PMH, P3, 
Penunjukan 
JS/JSP 
tepat waktu 

 Ketua dan 

Panitera 

 

   4. Penetapan Hari Sidang 

dilakukan sesuai SOP yakni 

pada hari yang sama perkara 

didaftarkan 

v v v v v v v v v v v v PHS tepat waktu  Ketua Majelis  

   5. Penyempurnaan Template 

dokumen (BAS, Putusan,dll) 

pada aplikasi ABT 

v v v v v v v v v v v v Template 
dokumen yang 
sesuai 
dengan 

keputusan Ketua 

 Panitera  

   6. Pelaksanaan tahapan 

persidangan dilaksanakan 

sesuai SOP (Hukum Acara) 

v v v v v v v v v v v v BAS selesai tepat 

waktu 

 Ketua Majelis  

   7. Pembuatan Berita Acara tepat 

waktu dan di Upload pada 

SIPP setelah persidangan 

dilakukan 

v v v v v v v v v v v v Pelaksanaan 

PBT tepat waktu 

 Ketua Majelis 
dan 
Panitera 

Pengganti 

 

   8. Pelaksanaan pemberitahuan 

isi tepat waktu sesuai SOP 

dan panggilan sidang pada 

delegasi SIPP 

v v v v v v v v v v v v Minutasi Perkara 

tepat waktu 

 Panitera  

   9. Pelaksanaan minutasi 

perkara tepat waktu (one day 

minute) 

v v v v v v v v v v v v Terdata dan 
terdeteksi potensi 
penyelesaian 
perkara melebihi 
ketentuan waktu 

 Ketua Majelis  

   10. Penyelesaian Perkara 

diusahakan Tidak Lebih dari 1 

v v v v v v v v v v v v Terdata dan 
terdeteksi potensi 

 Panitera  
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bulan dan publikasi putusan 

paling lama pukul 16:00 WIB 

penyelesaian 
perkara melebihi 
ketentuan waktu 

  Penyelesaian perkara 

sesuai target yang 

ditetapkan 

1. Mengevaluasi penyelesaian 

perkara dan sisa perkara 

v v v v v v v v v v v v Terdeteksi 
potensi 
penyelesaian 
perkara 

 Panitera  

   2. Mendata, mengidentifikasi dan 

mengevaluasi perkara yang 

lebih    dari 5 bulan 

v v v v v v v v v v v v Terdata dan 
terdeteksi potensi 
penyelesaian 

perkara 

 Ketua  

   3. Melaporkan dan mencari 

solusi yang tepat 

v v v v v v v v v v v v Terdata jumlah 
perkara yang 
lebih 
dari 5 bulan 

 Panitera  

   4. Mendata dan mengevaluasi 

penyelesaian sisa perkara 

v v v v v v v v v v v v Daftar jumlah 
perkara yang 
.belum selesai 

sampai 5 bulan 

 Panitera  

  Pengajuan 

Permohonan 

Banding, Kasasi, PK 

tepat waktu 

1. Memastikan Perkara Yang 

Dimohon Banding, Kasasi 

Dan Pk Sudah Berstatus 

Putus di SIPP 

v v v v v v v v v v v v Status putus 

perkara di SIPP 
 Panitera  

   2. Mencatat Permohonan 

Banding, Kasasi, PK dan 

Buku Kendali dan Buku 

Register 

v v v v v v v v v v v v Pencatatan Buku 

Kendali 

 Panitera  

   3. Pelaksanaan penyampaian 

kelengkapan Permohonan 

Banding,Kasasi, PK 

v v v v v v v v v v v v Bundel A dan 
Bundel B yang 
terkirim 

 Panitera  

  Peningkatan 

Tindaklanjut terhadap 

putusan (Eksekusi) 

1. Memeriksa Kelengkapan 

Eksekusi 

v v v v v v v v v v v v Daftar Perkara 

BHT 

 Panitera  

   2. Menindaklanjuti Permohonan 

Eksekusi 

v v v v v v v v v v v v Permohonan 

Eksekusi 

 Panitera  

   3. Melakukan Koordinasi 

dengan Pihak Terkait 

(Kepolisian, BPN, 

     KPKNL, Desa/ Kelurahan, 

SAMSAT) 

v v v v v v v v v v v v Hasil Koordinasi  Panitera  

  Pelaksanaan 

Layanan 

PTSP sesuai dengan 

Pedoman PTSP 

Optimalisasi Layanan Informasi 

dan Pengaduan, Pendaftaran 

Perkara, Pembayaran, 

Penyerahan Produk Pengadilan, 

EDC Bank, Posbakum dan 

Gugatan Mandiri serta E-court 

v v v v v v v v v v v v Pengelolaan 
PTSP yang 
Prima 
dan Berkualitas  

 Ketua, 

Panitera dan 

sekretaris 

 

  Pelaksanaan Survei 

Kepuasan 

Masyarakat 

dan Persepsi Anti 

Korupsi 

1. Optimalisasi Layanan 

Informasi dan Pengaduan, 

Pendaftaran Perkara, 

Pembayaran, Penyerahan 

Produk Pengadilan, EDC 

Bank, Posbakum dan 

Gugatan Mandiri serta E-

court 

v v v v v v v v v v v v Hasil Survei 
Kepuasan 
Masyarakat dan 
Persepsi Anti 
Korupsi  

 Panitera  

   2. Melaksanaan Survei 

Kepuasan Masyarakat dan 

Persepsi Anti Korupsi 

v v v v v v v v v v v v Laporan Hasil 

Survei 

 Panitera  

   3. Membuat Laporan Hasil   √   √   √   √ Laporan Hasil 
Tindak Lanjut 

 Panitera  
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Survei Perbaikan 

   4. Melaksanakan Tindak Lanjut 

Perbaikan 

  √   √   √   √ Indeks Kepuasan 
Masyarakat dan 
Persepsi Anti 

Korupsi 

 Panitera  

   5. Membuat Laporan Tindak 

Lanjut Hasil Perbaikan 

  √   √   √   √ Dokumen Setiap 
Area Zona 
Integritas 

 Wakil 

ketua,panitera 

dan 

sekretaris 

 

  Persiapan Zona 

Integritas Wilayah 

Bebas Korupsi (WBK) 

dan Wilayah Birokrasi 

Bersih Melayani 

(WBBM) 

1. Mempersiapkan dan 

menyusun dokumen rencana 

kerja  pembangunan ZI untuk 

semua area. 

v v v v v v v v v v v v Terpilihnya Role 
Model dan Agen 
Perubahan 

Tahun 2023  

 Ketua, 

Panitera dan 

sekretaris 

 

   2. Melakukan pemilihan agen 

perubahan 2024 (role model) 

 v           Transparannya 
informasi yang 
diberikan kepada 
masyarakat 
lewat banner, 
website dan 
media 
sosial 

 Ketua, 

Panitera dan 

sekretaris 

 

   3. Melakukan keterbukaan 

informasi publik 

v v v v v v v v v v v v Audio Gratifikasi 
dan Pelayanan 
Pengadilan di 

Ruang 

Pelayanan 

 Ketua, 

Panitera dan 

sekretaris 

 

   4. Public campaign ZI Wilayah 

Bebas Korusi (banner dan 

audio) 

v v v v v v v v v v v v Terupdatenya 
data dokumen ZI 
pada website 

PMPZI 

 Ketua, 

Panitera dan 

sekretaris 

 

   5. Melakukan monitoring dalam 
persiapan ZI 

v v v v v v v v v v v v Risiko yang telah 

teridentifikasi 

 Ketua, 

Panitera dan 

sekretaris 

 

  Pelaksanaan 
Manajemen Risiko 

1. Melaksanakan Identifikasi 
Risiko dan menentukan 
frekuensi, dampak dan nilai 
risiko 

v v v v v v v v v v v v Tindak Lanjut 

dari Risiko 

 Ketua, 

Panitera dan 

sekretaris 

 

   2. Melaksanakan Penanganan 

Risiko atas Risiko yang 

terjadi 

v v v v v v v v v v v v Laporan Hasil 

Monev 

 Ketua, 

Panitera dan 

sekretaris 

 

   3. Melaksanakan  Monev Risiko 

secara berkala 

  √   √   √   √ Risk Register  Panitera dan 

sekretaris 

 

   4. Menyusun Risk Register v v v          Hasil Evaluasi 
Pelaksanaan 
Mediasi 

 Ketua, 

Panitera 

 

  Peningkatanan 
Penyelesaian perkara 
melalui Mediasi 

1. Evaluasi Pelaksanaan 

Mediasi 

   √   √   √  √ Kerjasama 
dengan Mediator 
non 
Hakim 

 Ketua, 

Panitera 

 

   2. Melakukan Kerjasama v v           Hakim mediator  Ketua  
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dengan Mediator Non Hakim yang 
tersertifikasi 

   3. Mengusulkan Hakim yang 

belum besertifikat mediator 

v            Laporan 

Pelaksanaan 

Mediasi 

 Panitera  

   4. Merekap Hasil Pelaksanaan 

Mediasi 

   √   √   √  √ Penghargaan 

Mediator 

 Ketua  

   5. Memberikan Penghargaan 
kepada mediator dengan 
keberhasilan mediasi tertinggi 

           √     

B BIDANG ADMINISTRASI TEKNIS YUDISAL DAN KEPANITERAAN 

1 Pelaksanaan 
administrasi perkara 
sesuai denga Pola 
Bindamin dan 
aplikasi yang 
berkaitan dengan 
perkara 

Meningkatkan 
Penertiban 
administrasi Perkara 

1. Optimalisasi Pengguna E-

Court dan Gugatan Mandiri 

v v v v v v v v v v v v Pengguna E-
Court dan 
Gugatan 
Mandiri yang ahli 

 Panitera  

   2. Membuat Laporan Perkara 

dan Kearsipan 

v v v v v v v v v v v v Laporan Perkara 

dan Arsip 

 Panitera  

   3. Peningkatan Pengawasan 

pelaksanaan administrasi 

perkara 

v v v v v v v v v v v v Administrasi 

Perkara yang rapi 

 Panitera  

  Meningkatkan 
Kualitas SDM 
Pegawai maupun 
Para Pencari 

Keadilan 

1. Melakukan Pembinaan Rutin 
terhadap Pegawai dengan 
metode ceramah, diskusi dan 
diklat dalam meningkatkan 
kualitas dan profesionalisme 
pegawai 

v v v v v v v v v v v v Pegawai yang 
kompeten dan 
hasil 
pembinaan yang 
harus 
ditindaklanjuti 

 Ketua  

   2. Melakukan Sosialisasi 
kepada Pencari Keadilan 
yang buta akan hukum dan 
kurang mampu melalui 
Program Posbakum dan 
Prodeo 

v v v v v v v v v v v v Informasi 
ketersediaan 
bantuan 
pembebasan 

biaya perkara 

 Ketua,Panitera  

   3. Evaluasi Terhadap Kinerja 
Petugas Posbakum 

  v   v   v   v Hasil Evaluasi 
Kinerja 
Posbakum 
dan Kualitas 

layanan yang 

baik 

 Panitera  

   4. Mengadakan DDTK tentang 
Penggunaan E-Court dan 
Sidang ELitigasi kepada 
Kuasa Hukum dan Pencari 
Keadilan 

v v v v v v v v v v v v Kuasa Hukum 
dan Pencari 
Keadilan yang 

modern 

 Ketua  

  Peningkatan 
penyelesaian perkara 
Prodeo 

1. Mensosialisasikan program 

bantuan pembebasan biaya 

perkara 

v v v v v v v v v v v v Informasi 
ketersediaan 
bantuan 
pembebasan 

biaya perkara 

 Ketua  

   2. Menyelesaikan proses 

administrasi perkara prodeo 

v v v v v v v v v v v v Perkara Prodeo 
yang 
terselesaikan 

Rp.14.000.000,- Ketua Majelis 

dan Panitera 

Pengganti 

 

   3. Mengevaluasi pelaksanaan v v v v v v v v v v v v Terdata dan  Ketua  
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penyelesaian perkara prodeo terdeteksi potensi 
penyelasaian 

perkara prodeo 

  Penataan Arsip dan 
Pemanfaatan IT 

1. Menata dan Mengarsipkan 

Arsip secara eletronik oleh 

Arsiparis 

v v v v v v v v v v v v Arsip yang tertata 
rapi dan tersaji 
dalam e-arsip 

elektronik 

 Panitera dan 

sekretaris 

 

   2. Membuat Buku Bantu arsip 

yang tersusun pada rak arsip 

v v v v v v v v v v v v Buku Bantu dan 
Arsip yang tertata 
rapi 

 Panitera  

   3. Melakukan perawatan dan 

Pemeliharaan ruang arsip 

v v v v v v v v v v v v Arsip dan Ruang 
Arsip yang Rapi 
dan tertata 

 Panitera dan 

sekretaris 

 

  Peningkatan 
pelayanan Pos 
Bantuan Hukum 

1. Melakukan Pengadaan 

langsung penyedia 

posbakum 

v            Pengemuman 
Pemenang 
Posbakum 

Rp.30.000.000,- Kuasa 

Pengguna 

Anggaran 

 

   2. Pemberian Layanan Bantuan 

Hukum melalui Posbakum 

v v v v v v v v v v v v Layanan 

Posbakum 

 Panitera dan 

sekretaris 

 

   3. Menerima Laporan Kinerja 

Posbakum 

v v v v v v v v v v v v Laporan Kinerja 

Posbakum 

 Panitera dan 

sekretaris 

 

   4. Memantau dan melakukan 

pengawasan Posbakum 

secara berkala 

  v   v   v   v Hasil Evaluasi 

Kinerja 

Posbakum 

 Panitera dan 

sekretaris 

 

  Peningkatan 
penyelesaian perkara 
melalui sidang 
terpadu 

1. Mensosialisasikan layanan 
sidang terpadu  

    v v v v v    Informasi 

ketersediaan 

dana 

 Ketua  

   2. Menerima permohonan 
perkara sidang terpadu 

    v v v v v    Permohonan 

perkara 

 Panitera   

   3. Menyeleksi permohonan 
perkara sidang terpadu 

    v v v v v    Penerimaan 

perkara 

 Ketua  

   4. Mendaftarkan perkara 
yang memenuhi syarat 
sidang terpadu 

    v v v v v    Penerimaan 

perkara 

 Panitera  

   5. Penunjukan majelis hakim, 
PP,JSP sesuai sop 

    v v v v v    PMH 

Penjunjukan JSP 

Tepat wkatu 

 Ketua dan 

panitera 

 

   6. Penetapan hari sidang 
sesuai SOP 

    v v v v v    PHS  Ketua Majelis  

   7. Pelaksanaan pemanggilan 
sidang  sesuai SOP 

    v v v v v    Relaas  Panitera  

   8. Pelaksanaan tahapan 
persidangan sesuai SOP 
(Hukum Acara) 

    v v v v v    Tertib tahapan 

sidang 

Rp.14.000.000,- Ketua Majelis  

 

   9. Pembuatan BAS sesuai 
SOP 

    v v v v v    BAS  Ketua majelis 

dan PP 

 

   10. Pelaksanaan 
pemberitahuan isi putusan 
tepat waktu 

    v v v v v    PBT  Panitera  

   11. Pelaksanaan minutasi 
perkara tepat waktu 

    v v v v v    Minutasi  Ketua Majelis  

   12. Mengevaluasi pelaksanaan 
penyelesaian sidang 

    v v v v v    Terdata dan  Wakil Ketua  
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terpadu terdeteksi 

penyelesaian 

perkara layanan 

terpadu 

  Penyampaian Salinan 
Putusan kepada para 
pihak tepat waktu 

1. Menginput tundaan sidang 

pada SIPP setelah selesai 

persidangan 

  v   v   v   v Jadwal Tundaan 

Sidang 

 Panitera  

   2. Menginput seluruh dokumen 

yang bekaitan dengan 

perkara pada SIPP (BAS, 

Putusan dll) 

  v   v   v   v Tersajinya Data 
putusan pada 
SIPP 

 Ketua Majelis  

   3. Melakukan evaluasi 

ketepatan waktu 

penyampaian salinan 

putusan 

  v   v   v   v Hasil evaluasi 
dan 
terlaksananya 
penyampaian 
Salinan putusan 
tepat waktu 

 Ketua Majelis  

C BIDANG KESEKRETARIATAN                 

1 PROGRAM KERJA 
SUB 
BAGIAN UMUM 
DAN 
KEUANGAN 

Terselenggaranya 
Pelaksanaan 

Anggaran 

1. Membuat SK Pengelola 

Keuangan 

v            SK Tim 

Pengelola 

Keuangan 

 Sekretaris  

   2. Membuat Spesimen untuk 

pencarian dana ke KPPN 

v            Dokumen 
specimen  

 Sekretaris  

   3. Membuat rencana 

penggunaan anggaran 

sesuai dengan pengajuan 

UP/ GUP 

v            Rencana 
Penggunaan 
Anggaran 
dan Rencana 

Penggunaan 

Uang 

DIPA Sekretaris  

   4. Merealisasikan perjalanan 

dinas sesuai alat bukti 

 v v v v v v v v v v v Dokumen 
pertanggung 
jawaban 
Perjalanan Dinas 

DIPA 

Rp. 56.640.000,- 

Sekretaris  

   5. Membuat pengajuan Belanja 

Pegawai setiap bulannya 

(Gaji, Uang Makan, 

Remunerasi, Transport, 

Honorarium PPNPN) 

v v v v v v v v v v v v Daftar 
Pembayaraan 
Gaji, dan 
tunjangan 

DIPA 

Rp.2.026.946.000,- 

Sekretaris  

   6. Melakukan Pembayaran 

setiap keperluan sehari-hari 

dan pembayaran langganan 

Daya dan jasa 

 v v v v v v v v v v v Terlaksananya 
operasional 
perkantoran  

Rp.221.000.000,- Sekretaris  

   7. Melakukan pembayaran atas 

penggandaan/ percetakan/ 

penjilidan dokumen sesuai 

permintaan unit pelaksana 

 v v v v v v v v v v v Terlaksananya 
operasional 
perkantoran 

lainnya 

DIPA 

Rp.1.500.000,- 

Sekretaris  

   8. Melakukan pembayaran atas 

keperluan sehari-hari sesuai 

permintaan unit pelaksana 

 v v v v v v v v v v v Terlaksananya 
operasional 
perkantoran 

DIPA 

Rp.38.408.000,- 

Sekretaris  

   9. Melakukan pengusulan,  

pembelian dan pengeluaran 

barang persediaan sesuai 

persetujuan usulan serta 

membukukan pembelian dan 

 v v v v v v v v v v v Terlaksananya 
operasional ATK 
perkantoran 

DIPA 

Rp. 

50.000.000,- 

Sekretaris  
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pengeluaran barang pada 

aplikasi persedian 

   10. Melakukan Pembayaran atas 

sewa Web Hosting dan 

Domain, lisensi video 

conference 

 v     v     v Website 
Pengadilan yang 
dapat 
terus diakses dan 

zoom terlisensi 

DIPA 

Rp. 

175.000.000,- 

Sekretaris  

   11. Melakukan pembayaran atas 

sewa rumah dinas hakim 

 v v v v v v v v v v v Terpenuhinya 
sarana rumah 
dinas 
para hakim 

DIPA 

Rp.60.480.000,- 

Sekretaris  

   12. Mengusulkan dan melakukan 

pemeliharaan Gedung dan 

Halaman Kantor sesuai 

dengan persetujuan usulan 

 v v v v v v v v v v v Gedung dan 
Halaman Kantor 
yang Bersih dan 
Tertata 

DIPA 

Rp. 

161.184.000,- 

Sekretaris  

   13. Mengusulkan dan melakukan 

Pemeliharaan Kendaraan 

Dinas Roda 2 dan Roda 4 

sesuai dengan persetujuan 

usulan 

 v v v v v v v v v v v Kendaraan Roda 
2 dan 4 Layak 
Pakai 

DIPA 

Rp.137.312.000

,- 

Sekretaris  

   14. Mengusulkan dan Melakukan 

Pemeliharaan Inventaris 

Lainnya  sesuai Persetujuan 

Usulan 

 v v v v v v v v v v v Terpeliharanya 

Inventaris kantor 

DIPA 

Rp. 

75.553.000,- 

Sekretaris  

   15. Mengusulkan dan melakukan 

modifikasi Ruang PTSP 

   v         Optimalisasi 
pelayanan, dan 
pelayanan prima 

DIPA Sekretaris  

   16. Mengusulkan dan melakukan 

perbaikan Ruang Media 

Centre 

    v        Tertatanya ruang 

Media Center 

DIPA Sekretaris  

   17. Mengusulkan dan melakukan 

perbaikan Ruang Mediasi 

     v       Optimalisasi 
pelayanan, dan 
pelayanan prima 

DIPA Sekretaris  

   18. Mengusulkan dan melakukan 

Pemeliharaan Inventaris 

Kantor Lainnya 

   v v  v v  v v  Terjaga dan 
terpeliharanya 
imventaris kamtor 

 Sekretaris  

   19. Membukukan dan 

Mempertanggungjawabkan 

Pelaksanaan Pengeluaran 

Anggaran 

v v v v v v v v v v v v Akuntabilitas 
kinerja laporan 
keuangan 

 Sekretaris  

   20. Membuat SK Rumah Dinas 
dan SK Penunjukan 
Penggunaan BMN 
(Laptop,Motor dan Mobil) 

v            SK Penunjukan 

Penggunaan 

BMN 

(Laptop,Motor 

dan Mobil) 

 Sekretaris  

  Terpenuhinya Sarana 
dan Prasarana di PA 

Prabumulih 

1. Pengajuan Pejabat 

Pengadaan/ Pokja 

Pengadaan 

v            Surat Usulan 
Pejabat 
Pengadaan/ 
Pokja Pengadaan 

 Sekretaris  

   2. Membuat kontrak kerja dalam 

hal Pengadaan Sarana dan 

Prasarana sesuai dengan 

DIPA PA Prabumulih 

 v           Dokumen 

Kontrak 

 Sekretaris  

   3. Membuat pengajuan 

Pengadaan Sarana dan 

 v           Terpenuhinya 

kebutuhan 

 Sekretaris  
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Prasarana sesuai dengan 

DIPA PA Prabumulih 

Sarpras 

   4. Pengadaan Sarana dan 

Prasarana sesuai dengan 

DIPA PA Prabumulih 

 v           Barang Inventaris  Sekretaris  

   5. Pencatatan Barang Inventaris 

Hasil Pengadaan 

 v           Tertibnya 

inventarisasi 

BMN 

 Sekretaris  

   6. Pendistribusian/ Pembuatan 

Penunjukan Penerima Hasil 

Pengadaan 

 v           SK Penerima 

Barang 

 Sekretaris  

  Tersampaikannya 
Laporan Keuangan 
Tepat Waktu 

1. Membentuk Tim Penyusun 

Laporan Keuangan 

v            SK Laporan 

Keuangan 

 Sekretaris  

   2. Melakukan Rapat Persiapan 

Penyusunan Laporan 

keuangan 

v   v   v   v  v Rapat koordimasi 
penyusunan 
matrik kerja 

 Sekretaris  

   3. Mengumpulkan Data 

Pendukung Laporan 

Keuangan 

v v v v v v v v v v v v Laporan 
keuangan yang 
akuntabel 

 Sekretaris  

   4. Menelaah Draf Laporan 

Keuangan 

v v v v v v v v v v v v Konsep Laporan 
keuangan yang 
akuntabel dn 

transparan 

 Sekretaris  

   5. Menyampaikan Laporan 

Keungan ke Instansi Terkait 

v v v v v v v v v v v v Tertibnya 

administrasi BMN 

 Sekretaris  

  Pengusulan 
penghapusan barang 
inventaris 

1. Melaksanakan Penetapan 

Status Penggunaan (PSP) 

  v          Tertibnya 

administrasi BMN 

 Sekretaris  

   2. Melakukan data barang 

inventaris yang Rusak Berat 

     v       Tertibnya 

administrasi BMN 

 Ketua  

   3. Melaksanakan penghapusan 

dan melaporkan hasil 

penghapusan barang 

inventaris kepada atasan 

        v    SK tim Penyusun 

Program Kerja 

 Ketua  

   4. Melakukan opname fisik BMN v v v v v v v v v v v v Opname fisik  Sekretaris  

  Tertib Tata Persuratan 1. Mencatat dan 
mengagendakan surat masuk 
dan surat keluar 

            Tertib 

administrasi 

persuratan 

   

   2. Mengklasifikasi dan 
mengarahkan surat masuk 
sesuai aturan kepada sub 
pengelola 

v v v v v v v v v v v v Tertib 

administrasi 

persuratan 

 Sekretaris  

   3. Melaksanakan pengawasan 
terhadap system kearsipan  
tata persuratan 

v v v v v v v v v v v v Tertib 

administrasi 

persuratan 

 Sekretaris  

  Mewujudkan 
Pengelolaan 
perpustakaan sesuai 
ketentuan yang berlaku 

1. Menerima,mencatat dan 
memberikan nomor  buku 
yang diterima 

v v v v v v v v v v v v Tertib 

administrasi 

perpustakaan 

 Sekretaris  

   2. Menata buku-buku dan kitab-
kitab sesuai dengan 
pedoman  

v v v v v v v v v v v v Tata kelola 

perpustakaan 

 Sekretaris  
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   3. Mendayagukan perpustakaan v v v v v v v v v v v v Tata kelola 

perpustakaan 

 Sekretaris  

   4. Penyelengaraan 
perpustakaan,kearsipan dan 
dokumentasi 

v v v v v v v v v v v v Tata kelola 

perpustakaan 

 Sekretaris  

  Meningkatkan 
Kebersihan dan 
kesehatan  

1. Melaksanakan jumat bersih  
     dua minggu sekali 

v v v v v v v v v v v v Lingkungan yang 

bersih 

 Sekretaris  

   2. Melaksanakan kegiataan 
olahraga 

v v v v v v v v v v v v SDM Yang sehat  Sekretaris  

   3. Melaksanakan senam setiap  
     dua minggu sekali 

v v v v v v v v v v v v SDM Yang sehat  Sekretaris  

2  PROGRAM KERJA 
SUB BAGIAN 
PERENCANAAN, TI 
DAN PELAPORAN 

Tersusunnya 
Program Kerja Tahun 

2024 berdasarkan 
Pagu Anggaran 

1. Membentuk tim penyusunan 

Program Kerja 

v            Program Kerja 

2023 

 Sekretaris  

   2. Menyusun dan menetapkan 

dan mensosialisasikan 

Program Kerja Tahun 2024 

v            RUP terinput di 

aplikasi SIRUP 

 Sekretaris  

  Terlaksananya 
Penyusunan 
Anggaran 

1. Pengumuman Rencana 

Pengadaan melalui Aplikasi 

SIRUP 

           v Dokumen RPA 

dan RPU 

 Sekretaris  

   2. Membuat rencana 

penggunaan anggaran dan 

Uang ( RPA dan RPU) 

v            Dokumen RPA 

dan RPU 

 Sekretaris  

   3. Menampung Usulan 

Kebutuhan Selama Satu 

Tahun ke Depan 

v            Inventarisasai 
kebutuhan 
anggaran 

(RKAKL) 

 Sekretaris  

   4. Membuat TOR dan RAB 

Berdasarkan Usulan 

Kebutuhan 

v    v    v v   Dokumen TOR 

dan RAB 

 Sekretaris  

   5. Mengumpulkan Data Dukung 

TOR dan RAB 

v    v    v v   Data dukung 
usulan kebutuhan 
anggaran 

 Sekretaris  

   6. Mengusulkan RKA v        v v   Dokumen Usulan 

RKA-KL 

 Sekretaris  

   7. Mengusulkan Angggaran 

Belanja Tambahan (ABT) 

belanja modal fasilitas kantor 

berupa meubler (lemari 

hakim dan lemari arsip), 

printer dan kamera 

       v     Dokumen Usulan 

APBNP 

 Ketua  

   8. Penyusunan program dan 

Anggaran RKAKL Pagu 

Indikatif dan pagu Definitlf 

Tahun Anggaran 2025 

    v        Pagu indikatif 
dan definitif  

 Ketua  

   9. Menyusun Rencana Kerta 
Tahunan Tahun 2025 

v            RKT 2025  kETUA  

   10. Melaksanakan konsultasi ke 

PTA,MA RI dan DJNDJPbN 

tentang anggaran  

    v          Sekretaris   

   11. Melakukan revisi DIPA 01 dan 

DIPA 04 jika diperlukan 

 v   v   v   v  Revisi DIPA  Sekretaris  

  Peningkatan 
Pemanfaatan 
Teknologi Informasi 

1. Melaksanakan pemanfaatan 

TI dengan Memaksimalkan 

website dan Medsos lainnya 

v v v v v v v v v v v v Optimalisasi 
Website dan 
medsos PA 

 Ketua  
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Prabumulih 

  Tersusunnya Laporan 
Pelaksanaan 
Kegiatan dan SAKIP 

1. Membentuk TIM Penyusun 

Pelaksanaan Kegiatan dan 

SAKIP 

v           v Terbentuknya SK 
Tim Penyusun 
Laporan 
Pelaksanaan 
Kegiatan 
dan SAKIP 

 Ketua dan Ketua 

Tim 

 

   2. Melakukan Review IKU dan 

Rentra 

v            Update IKU dan 
RENSTRA yang 
relevan 

 Ketua dan Ketua 

Tim 

 

   3. Menetapkan Hasil Review 

IKU dan Rentra 

v            Dokumen Reviu 
IKU dan dan 
Reviu 
Renstra 

 Ketua  

   4. Membuat Perjanjian Kinerja v            Dokumen PK 

2023 

 Ketua  

   5. Menyusun Laporan Kinerja v            Tersusunnya 
Dokumen LKjIP 

2022 

 Ketua  

   6. Membuat Draf Laporan 

Kinerja 

v            Konsep 

Dokumen LKjIP 

2022 

 Ketua  

   7. Mengirimkan Laporan Kinerja  v           Terkirimnya 
Dokumen SAKIp 

2022 Tepat waktu 

 Sekretaris  

   8. Mempublikasikan SAKIP 

melalui Website dan 

Komdanas MARI 

v            Terpublikasinya 
Laporan 
Pelaksanaan 
Kegiatan dan 
SAKIP di website 

 Sekretaris  

3 PROGRAM KERJA 
SUB 
BAGIAN 

KEPEGAWAIAN 

Terpenuhinya 
Pertanggungjawaban 
Administrasi 
Kepegawaian 

1. Membuat Sasaran dan 

Target Kerja Pegawai 

v            SKP dan Tarket 

SKP 

 Sekretaris  

   2. Membuat Capain Kinerja            v Capaian Kinerja  Sekretaris  

   3. Membuat Penilaian Prestasi 

Kinerja 

           v DP-3  Sekretaris  

   4. Membuat Laporan Tahunan 

kepegawaian 

           v Dokumen 
Laporan Tahunan 
Kepegawaian 

 Sekretaris  

   5. Mengirim SKP ke PTA 

Palembang 

           v Terkirimnya 
Dokumen SKP 
tepat waktu 

 Sekretaris  

   6. Membuat dan Mengirimkan 

PKP 

v v v v v v v v v v v v Terkirimnya 
Dokumen PKP 
tepat waktu 

 Sekretaris  

   7. Mengirimkan Laporan 

Tahunan Kepegawaian 

           v Terkirimnya 
Dokumen 
Laporan Tahunan 
Kepegawaian 
tepat waktu 

 Sekretaris  

   8. Melaksanakan pengambilan 
Sumpah PNS/Pelantikan 
Pejabat 

   v         Dokumen 
pelantikan 

 Sekretaris  

  Terwujudnya ASN 
yang berkualitas dan 
Profesional 

1. Mengusulkan usul diklat 

penyusunan Anjab dan ABK 

v            Dokumen Usulan 
Diklat Anjab dan 
ABK 

 Sekretaris  
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   2. Mengusulkan jabatan 

Fungsional Arsiparis, Pranata 

Keuangan, Analis 

Kepegawaian, Analis 

Perencanaan dan Analis 

Pelaporan Keuangan 

   v         Dokumen Usulan 
Jabatan 
Fungsional dan 
Terpenuhinya 
jabatan 

fungsional yang 

kosong 

 Sekretaris  

   3. Pemberian Reward kepada 

pegawai teladan maupun 

berprestasi 

          v  Piagam 
Penghargaan  

 Sekretaris  

  Menyempurnakan 
tertib administrasi 
kepegawaian dan 
kegiatan internal TI 

1.Melengkapi dan 
menyempurnakan file - file 
kepegawaian 

v v v v v v v v v v v v File kepegawaian  Sekretaris  

   2. Menyimpan dokumen 
kepegawaian secara tertib, 
rapi dan aman 

v v v v v v v v v v v v Dokumen 
kepegawaian 

 Sekretaris  

   3. Membuat dan mengisi Buku 
Kendali Pangkat, KGB dll 

v     v     v  Buku kendali  Sekretaris  

   4. Membuat dan menyusun data 
pegawai dalam papan 
statistik 

v            Papan statistik  Sekretaris  

   5. Membuat dan menuyusun 
DUK, DUS dan Bezetting 
Formasi 

v            DUK,DUS, 
benzetting 

 Sekretaris  

   6. Melakukan update data 
kepegawaian pada SIKEP,  
ABS, SAPK dan SIMAR! 
serta KOMDANAS 

v v v v v v v v v v v v Aplikasi 
SIKEP,ABS,SAP
K,SIMARI,KOMD
ANAS 

 Sekretaris  

  Menata dan meningkat 
kan pelaksanaan tugas, 
disiplin kerja dan 
tanggung jawab 
pegawai kepegawaian 
dan kegiatan internal 
Teknologi Informasi 

1. Menyusun uraian tugas (job 
  description ) sesuai ketentuan 

yang berlaku dengan 
mengacu pada SKP yang 
bersangkutan 

v            Job Descrition  Sekretaris  

   2.Membuat dan merekap 
absensi / remunerasi pegawal 

v v v v v v v v v v v v Absen pegawai  Sekretaris  

   3. Memproses pegawai yang 
melakukan tindakan  

indisipliner sesual ketentuan 
yang berlaku 

v v v v v v v v v v v v SP  Sekretaris  

D BIDANG ORGANISASI NON KEDINASAN                 

1 PTWP Peningkatan 
Silaturahmi dan 
menjaga kesehatan 
Jasmani Pegawai 

Terwujudnya Kantor 
yang berjiwa Sosial 
dan Sehat 

1. Melaksanakan Olahraga 

maupun senam setiap hari 

Jumat secara rutin dengan 

menghadirkan Istruktur dari 

luar 

v v v v v v v v v v v v jumat sehat   Sekretaris  

   2. Melaksanakan latihan tennis 

serta latihan seni rutin setiap 

hari Jumat, 

v v v v v v v v v v v v Silaturahmi, dan 

komunikasi 

 Sekretaris  

   3. Melakukantan pertandingan 

persahabatan dengan PA lain; 

       v    v Silaturahmi, dan 

komunikasi 

 Sekretaris  

   4. Mengikuti pertandingan 

PTWP 

       v    v Peningkatan 
kompeteni 
tenaga teknis 
dalam  
pembuatan 
putusan 

 Ketua  

2 IKAHI Peningkatan Terwujudnya Ikatan 
yang kuat antara 

1. Melakukan Diskusi Hukum  v v v v v v v v v v v Komunikasi dan  Ketua  
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profesionalisme 

hakim 

semua anggota IKAHI koordinasi 

   2. Mengikuti kegiatan IKAHI 

Daerah dan Pusat 

v v v v v v v v v v v v Peningkatan 
kompeteni 
tenaga 
teknis dalam 

pembuatan 

putusan 

 Ketua  

   3. Mengadakan eksaminasi dan 

atau bedah berkas 

      v     v Peningkatan 
kompeteni 
tenaga 
teknis dan 

kepaniteraan 

 Ketua  

   4. Melakukan diskusi rutin 

sekali dalam sebulan Dalam  

hal dipandang perlu dapat 

mengikutsertakan Panitera 

Pengganti, Jurusita, Jurusita 

Pengganti. 

 v v v v v v v v v v v Kepengurusan 
struktur organisai  

 Ketua  

   5. Apabila Ketua IKAHI mutasi, 

promosi, atau Purnabakti, 

maka Ketua Pengadilan 

menunjuk Ketua IKAHI yang 

baru  denganterlebih dahulu 

v v v v v v v v v v v v Bantuan sosil 
dan sukarela  

 Ketua  

   6. Memberikan Bantuan/ 

Sumbangan dari Dana IKAHI 

maupun dana social 

     v       Baju seragam 

IKAHI 

 Panitera/Sekretari

s 

 

   7. Pengadaan baju IKAHI dan 

Baju Olahraga 

            Peningkatn 

kualitas SDM 

Swadaya Pengurus IPASPI  

3 IPASPI Peningkatan 
profesionalisme 
Panitera, Sekretaris, 
Panitera Pengganti, 
JS, JSP dan 
Kasubbag. 

Terwujudnya Ikatan 
SDM yang berkualitas 

Meningkatan profesionalisme 

Panitera, Sekretaris, Panitera 

Pengganti, JS, JSP dan 

Kasubag dengan melaksanakan 

Diskusi berkala. 

v v v v v v v v v v v v Komunikasi dan 
Koordinasi 
organisasi  

 Ketua DYK  

4 DHARMMAYUKTI 
KARINI Peningkatan 
peran & fungsi 
Dharmmayuktikarini 

Terwujudnya 
Dharmayukti yang 
peduli terhadap 
sesama 

1. Mengadakan pertemuan 

rutin Dharmayuktikarini 

Cabang Pengadilan Agama 

Prabumulih 

v v v v v v v v v v v v Bantuan bagi 
honorer yang 
membutuhkan 

   

   2. Iuran BDBS di wajibkan 

kepada seluruh pegawai dan 

ditentukan sesuai dengan 

jabatannya 

v v v v v v v v v v v v Kepengurusan 

struktur organisai 

Swadaya Ketua Koperasi  

5 KOPERASI 
Peningkatan 
peran & fungsi 

Koperasi 

Terwujudnya 
Koperasi 
yang Amanah dan 
Trasnparan 

1. Apabila Ketua Koperasi 

mutasi atau promosi, maka 

segera diadakan Rapat Luar 

Biasa untuk memilih Ketua 

yang baru, sedangkan 

apabila yang pindah adalah 

pengurus lain selain Ketua, 

maka Ketua koperasi 

berkonsultasi dengan Ketua 

Pengadilan untuk pengisian 

pengurus yang kosong 

  v          Simpan pinjam 

koperasi 

 Ketua Koperasi  

   2. Menerima dan menyalurkan 

dana koperasi dari dan 

v v v v v v v v v v v v Rapat Koperasi  Ketua Koperasi  
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kepada anggota, 

   3. Mengadakan Rapat 

Pengurus Koperasi 

  V          RAT untuk 
laporan 
pertanggungjawa

ban pengurus 

 Ketua Koperasi  

   4. Mengadakan RAT.   V          Pengembalian 
dana yang 
tersimoan di 

Koperasi 

 Ketua Koperasi  

   5. Dikeluarkan dana untuk 

pegawai yang pensiun dan 

mutasi 

v  v          Tabungan Hari 

raya 

 Ketua Koperasi  

   6. Pemotongan gaji seluruh 

anggota untuk tabungan 

lebaran dengan nominal 

sesuai dengan keinginan 

anggota 

 v v v v v v v v v v v Dana bantuan 
social suka atau 
duka 

 Ketua Dansos  

6 DANSOS 
Peningkatan 
kepedulian sosial 
kepada sesame 
pegawai 
dan keluarga 
pegawai 

Terwujudnya 
Kepudulian Pegawai 
terhadap sesama 

1. Peningkatan kepedulian 

sosial kepada sesame 

pegawai dan kepada keluarga 

inti pegawai. 

v v v v v v v v v v v v Dana bantuan 
social suka atau 
duka  

 Ketua Dansos  

   2. Besaran/nominal penerimaan 

Dansos, ditetapkan oleh 

Pengurus Dansos 

v            SK yang berhak 
menerima Dana 
Sosial dan 

besarannya 

 Ketua Dansos  

 

 

 

          Prabumulih,8 Januari 2024 
          Ketua, 
 
 
 
          Lukmin,S.Ag.,M.E 
          NIP. 19741010 200502 1 001   

    



34 
 



35 
 



36 
 



37 
 



38 
 



39 
 

 




